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Mengingat :

BUPATIIMAGETAN

PROⅥNSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG」 AWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEttJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAI・IMAT TUHAN YANG MAI・ IA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daeratr I(abupaten
Magetan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magetan

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2015 seb"gai
rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban peLaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telalr diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotaprarja Surabaya dan Dati II Surabaya
Dengan Mengubatr Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daeratr-daeratr Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daeralr
Kota Besar dalam Lingfuungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
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Menimbang :

Mengingat :

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWAl■lMUR

PERATURAN BUPATIIMAGETAN

NOMOR 39 TttUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANtJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeratr Talrun
Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peratu.ran Bupati Magetan

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tatrun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telatr diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO
tentang Pembentukan Daeratr-daerah I(abupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa fimur Dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daeratr
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
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2.

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambatran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 1994 Nomor 62, Tambatran
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

5. Undang-Undang Nomor I
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daeratr dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 20tl Nomor 82,

Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubatt

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol+ Tentang Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4

Nomor 90, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416l. sebagaimana telatr beberapa kali diubah

teraktrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Talrun

2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintatr

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7121;

Peraturan Pemerintatr Nomor 23 Tatrun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan l-ayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tatrun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l7l,
Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

12.

13.

14.
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15。

20OS Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubatran Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 56

Tatrun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

Peraturan Pemerintatr Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor +5771;

Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005

Nomor 150, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomoi 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6Lal;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29721;

16.
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23.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2010 Nomor 123, Tambatran

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentang
Piqiaman Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambatran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52191;

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tatrun 2Ol4 Tentang

26.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tatrun

2OLI tentang Pembentukan Peraturan Penrndang-Undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 20ll Nomor

1ee);

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tatrun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tatrun 2OOT

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daeratr serta Tata Cara Pengembalian Tunjangarr

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tatrun 2OO9

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan

24.

27.
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30.

32.

34.

Belaqia Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2013 Nomor 690 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Tahun 2OL4 Nomor 32);

Peraturan Daeratr Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan darr

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten

Magetan (Lembaran Daeratr Kabupaten Magetan Tahun 2OA4

Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah I(abupaten Magetan Nomor 6

Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tatrun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I(abupaten Magetan

(Irmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO7 Nomor

6);

Peraturan Daeratr I(abupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr

(Iembaran Daeratr Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8);

Peraturan Daeratr Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tatrun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah I(abupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2O11

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daeratr I(abupaten Magetan Tahun 20lt Nomor

2, Tambatran kmbaran Daeratr l(abupaten Magetart

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2OLl
tentang Pqiak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tatrun 2OLl Nomor 3, Tambahart

kmbaran Daerah I(abupaten Magetan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2OlL
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daeratr

Ifubupaten Magetan Tatrun 2Ol1 Nomor 9);
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Peraturan Daeratr Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah I(abupaten
Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2OL2

tentang Pedoman Penyertaan Modal Daeratr (Lembaran

Daerah I(abupaten Magetan Tahun 2OL2 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2Ot3
tentang Pembentukan Peraturan Daeratr (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2OL3 Nomor 1, Tambahan

Iembaran Daerah Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr

Tahun Anggaran 2Ol4 (kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Tatrun 20f 3 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2Ol4
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tatrun Anggaran 2Ol4 (Iembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daeratr Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(Irmbaran Daeratr Kabupaten Magetan Tahun 2Arc
Nomor ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI

PERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATttN DAN BELANJA

2015.

38.

39`

37.

40。

42.

43.

41.

TENTANG    PENJABARAN

PELAKSANAAN    ANGGARAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal I

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan
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a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangarr

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung

1) Belaqja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belaqia Bantuan Keuangan

6) Belanja tidak terduga

b. Belanja langsung

U Belaqia Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belaqia Modal

Jumlah Belanja

Minus
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa kbih pembiayaan

anggaran tatrun berkenaan

Rp.  164.564.899。 426,30

Rp. 985.585。 834.300,00

Rっ。 394.776.579.836.00

Rp.1.544。 927.313.562,30

Rp.842.856.386.008,79

Rp.          0,∞

Rp。   72.511.782.054,∞

Rp.    4.427.620.000,00

Rp.   ―

Ro.     129。 975.600。 00

Rp. 919。925。763.662,79

Rp。   24.508.825。 975,21

Rp.  243.672.121.113,80

Rp.  239.647.205。 207.29

Rp.  507.828。 152.296.30

Rp.1.427。 753.915。 959,09

(Rp.  44.493.724.311,791

Rp.   236.769。986.662,84

Rp.   25。 285。∞ 0.0∞.00

Ro。 211。484.986.662.84

Rp. 166.991.262.351,05

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.
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Pasal 4

Fenjabaran laporan realisaci ansaran scbagaimana dirqnksud
dalam Fasat 3 tcrcantum dalam Iampiran II Fereturan Bupati ini.

Pesal 5

Lampiran ffihgaimana dirnekeud dolam Pasal 2 dan Pasal 4
muupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Ferahrran Bupati
ini.

Pnst 6

Fcraturan Bupeti ini mulai berleku pods t rlggal diundangkan.
Agnr ccdap orang mcnsEtehuinya" mcmsintahkan
pengundangan hr:ahrran Bupati ini dcngan perrempatanrrya

delam Btrita Dasah Kabupatcn Llagetan.

Ditetapkan di Magrtan
pada trnEgal 19 Agustus 2016

BUPATI MAGE,TAN

Diundangkan di lvlagetan

padetanggal 25 Agustus

Pit.SEKRETRS

ANTRI

BERITA DAERAH 霞 N MAOrrAN T― N2016 NOMOR 39

I(ABUPATEN MAGEtrAT{,


